Judul Produk Pelayanan	: Pembawaan Uang Tunai Masuk dari Luar Daerah Pabean ke Daerah Pabean oleh Badan Hukum
Nomor KEP			: KEP-255/BC/2024
Nomor Produk			: 002

a.  Komponen  Standar  Pelayanan  yang  terkait  dengan  proses  penyampaian pelayanan meliputi:

	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Pemohon menyampaikan pembawaan uang tunai melalui
SKP, dalam hal SKP mengalami gangguan pengajuan permohonan diajukan secara manual.
2.  Pembawaan  uang  tunai  berupa  Uang  Kertas  Asing dengan	nilai    paling    sedikit    setara    dengan    Rp l.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) hanya dapat dilakukan oleh:
a.  korporasi; atau
b.  orang  perseorangan  yang  melakukan  pembawaan atas nama korporasi.
3.  Uang tunai merupakan uang dalam mata uang rupiah dan/ atau uang dalam mata uang asing terdiri atas:
a.  uang kertas Rupiah;
b.  uang logam Rupiah;
c.  uang Kertas Asing; atau d.  uang logam asing.
4.  Pembawaan  uang  tunai  berupa  Uang  Kertas  Asing dengan	nilai     paling     sedikit     setara     dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang dilakukan oleh	korporasi   dan/atau  orang  perseorangan   yang melakukan pembawaan atas nama korporasi wajib mendapat izin dan persetujuan pembawaan Uang Kertas Asing dari Bank Indonesia.

	2.
	Sistem,  Mekanisme  dan
Prosedur
	1.  Pembawaan     Uang     Tunai     dan/atau     Instrumen
Pembayaran Lain wajib diberitahukan dengan:
a.  menyampaikan  pemberitahuan  pabean  (Customs
Declaration); dan
b.  mengisi formulir Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen	Pembayaran     Lainnya,     kemudian diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
2.  Penumpang mengajukan pemberitahuan kepada Kepala
Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yg ditunjuk.
3.  Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dilakukan dengan cara dibawa sendiri, formulir Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain paling sedikit harus memuat informasi mengenai:
a.  identitas pembawa, meliputi:
1.  nama lengkap;
2.  tempat dan tanggal lahir;
3. nomor   identitas   kependudukan,   surat   izin mengemudi, atau paspor;
4. alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP /SIM/ KITAS/Paspor/kartu identitas lainnya;
5.  alamat, tempat tinggal terkini, dan nomor telepon;
6.  pekerjaan; dan
7.  kewarganegaraan;
b.  tanggal  pemberitahuan  masuk  ke  dalam  Daerah
Pabean atau ke luar Daerah Pabean;
c.  tujuan perjalanan dan tujuan pembawaan;
d. rute  (daerah  asal  dan  tujuan)  dan  sarana transportasi;






e.  jumlah dan jenis mata uang tunai atau Instrumen
Pembayaran Lain;
f.   sumber dan tujuan pembawaan uang tunai dan/
atau penggunaan Instrumen Pembayaran Lain;
g. informasi   pemilik   atau   penerima   manfaat sebenarnya (beneficial owner), dalam hal pembawa menyatakan bahwa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain bukan miliknya; dan
h.  penjelasan mengenai Jenis Instrumen Pembayaran Lain	termasuk   informasi   yang   tertera   pada Instrumen Pembayaran Lain, yang dapat berupa nomor referensi, jumlah/ nilai uang yang tertera, dan nama lengkap dari penerbit dan sejenisnya (issuer/ drawer), dalam hal yang dibawa sendiri oleh orang perseorangan berupa Instrumen Pembayaran Lain.
4.  Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran	Lain   dilakukan   melalui   jasa   kargo komersial, formulir Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain harus memuat informasi dan identitas mengenai:
a.  nama dan alamat pengirim (shipper);
b.  nama dan alamat penerima (consignee); dan c.  nama jasa pengangkutan.
5.  Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran	Lain   dilakukan   melalui   jasa   kiriman penyelenggara pos, formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain harus memuat informasi dan identitas mengenai:
a.  nama dan alamat pengirim (shipper);
b.  nama dan alamat penerima (consignee); dan c.  nama jasa kiriman penyelenggara pos.
6.  Terhadap pemberitahuan pabean atas Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan	mengenai      pemberitahuan      pabean, penyampaian		pemberitahuan     pabean     dimaksud dilakukan secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
7. Penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian formulir atas Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam Daerah Pabean Indonesia yang dibawa sendiri oleh orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi, dapat dilakukan paling lambat pada saat kedatangan orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi.
8. Penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian formulir	atas   Pembawaan   Uang   Tunai   dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke luar Daerah Pabean Indonesia yang dibawa sendiri oleh orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi, dapat dilakukan paling lambat pada saat sebelum orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi.
9.  Tanda keluar merupakan tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda	bahwa   yang   bersangkutan   keluar   wilayah Indonesia.



	3.
	Jangka                 Waktu
Penyelesaian
	Persetujuan  diberikan  paling  lambat  60  menit  setelah
dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Pejabat
Bea dan Cukai

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk Pelayanan
	persetujuan  untuk  melakukan  Pembawaan  Uang  Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean.

	6.
	PenangananPengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan
secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan,   saran,   dan   masukan   langsung   via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing- masing unit kerja





